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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tantangan Perbankan
Syariah Indonesia Pasca Kebijakan Multiple License dan Solusinya. Metode
penelitian adalah metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari
laporan keuangan 11BUS dan 24 UUS per 31Desember 2012.

Kesimpulan  penelitian,dengan  adanyaKebijakan  Multiple  License
tantanganyang dihadapi Perbankan Syariah Indonesia adalah masalah permodalan
bank, akan terjadi pengalihan kepemilikan bank, merger, penjualan bank kecil,
gelombang kepemilikan asing, fluktuasi harga saham, perpindahan nasabah,
downsizing BUS menjadi BPR, strategi penyaluran pembiayaan untuk sektor
produktif khususnya untuk pembiayaan UMKM, dan terbatasnya perluasan jaringan
kantor.

Solusi yang ditawarkan adalah pemegang saham lama perlu melakukan
penambahan modal baik dengan fresh money, meningkatkan sumber keuangan
internal, mencari investor strategis atau menjual sahamnya melalui publik;
Manajemen bank perlu melakukan penataan kembali asset liabilities yang
dimilikinya, Strategi pembiayaan di tekankan kepada sektor produkitf;Pembukaan
jaringan kantor agar tetap mempertimbangkan kelayakan bisnis; Bank umum
syariah agar fokus dengan BUKU sesuai dengan skala usahanya; Untuk memelihara
stabilitas harga saham, bank umum syariah dan unit usaha syariah harus
meningkatkan kinerja;Perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas praktek
manajemen risiko dan  good coprorate governance;Pemerintah dalam hal ini
BAPEPAM dan OJK agar memberikan dorongan kemudahan peraturan bagi bank
yang akan melaksanakan merger; Pemerintah agar meninjau kembali aturan
kepemilikan bank oleh pihak asing yang membolehkan asing menguasai 99% saham
perbankan; Didalam membuat ketentuan atau kebijakan sebaiknya Bl dan OJK tidak
menyamar atakan atau harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing bank.

Kata Kunci : Kebijakan Multiple License, Moda Inti, Bank Umum berdasarkan
Kegiatan Usaha Bank (BUKU).
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PENDAHULUAN

Peranan bank sebagai |lembaga
keuangan depositori  dalam  suatu
negara,sangatlah penting. Bank
memfasilitasi kepentingan penabung
dengan peminjam melaui produk dan
jasarjasa keuangan yang
ditawarkannya. Selain itu bank juga
memberikan  jasa yang  dapat
memperlancar lalu lintas pembayaran.
demikian  tidak  dapat
dipungkiri lagi bahwa peranan bank
yang dapat dijadikan sebaga aat

Dengan

dalam menetapkan kebijakan moneter
dan sebagai sumber utama kredit
untuk membiayal pembangunan pada
akhirnya akan mempengaruhi terhadap
maju tidaknya perekonomian suatu
negara (Koch, 2000; Buchory, 2006).

Dalam konteks perekonomian
Indonesia peranan bank masih tetap
dominan dibandingkan dengan
lembaga keuangan lainnya. Ha ini
dapat dilihat dari indikator pangsa
pasar aset industri keuangan sampai
dengan bulan Juni 2013. Pangsa pasar
bankmasih mendominasi yaitu sebesar
78,24 %, kemudian diikuti oleh
perusahaan pembiayaan 6,13 %,
perusahaan  asuransi 6,15 %,
perusahaan asuransi sosid 5,12 9%,
dana pensiun 2,70 %, perusahaan

sekuritas 1,09 % dan pegadaian
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sebesar 0,57%. (Biro Riset Infobank,
2013). Khusus mengenai perbankan,
dari jumlah aset sampai dengan posisi
bulan Juni 2013 yang telah mencapai
Rp. 4.461.786 triliun maka sebagian
besar diinvestaskan dalam bentuk
kredit sebesar Rp. 2.982.436 atau
sebesar 66,84 % (Statistik Perbankan
Indonesia, Juni 2013). Demikian juga
untuk perbankan syariah dari jumlah
aset sampa dengan posisi bulan Juni
2013 vyang telah mencapa Rp.
218.566 triliun maka sebagian besar
diinvestasikan dalam
bentukpembiayaan sebesar Rp.
171.227 atau sebesar 78,34 %.
(Statistik Syariah
Indonesia, Juni 2013).Meskipun rasio
kredit terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB) Perbankan Indonesia
sampa tahun 2011 baru mencapai
sebesar 29,6 % mash reatif rendah
dibandingkan dengan Singapura 128,6
%, Madaysia 117,3 %, Thailand 81,2
% dan Filipina sebesar 31,4% (Biro
Riset Infobank, 2012), namun tetap

Perbankan

sga bagamanapun juga bahwa
kontribusi perbankan melalui aktivitas
usahanya sangat berperan dalam
memfasilitas pertumbuhan
perekonomian Indonesia.

Mengingat begitu pentingnya
sektor perbankan dalam perekonomian

maka Bank Indonesia selaku otoritas



moneter senantiasamel akukan
pengaturan  (regulatory  approach)
maupun  pengawasan  (supervisory

approach) untuk mewujudkan sistem
perbankan Indonesia yang efisien,
sehat, dan stabil, untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan lebih merata melalui

pembiayaan yang mudah, aman dan

terjangkau dalam rangka
meningkatkan kesgjahteraan
masyarakat banyak.

Berkaitan dengan hal tersebut
pada bulan Desember 2012 Bank
Indonesia mengel uarkanPeraturan
Bank Indonesa (PBI) nomor
14/26/PB1/2012
Usaha  dan Jaringan Kantor
Berdasarkan Modal Inti  Bank.

Kebijakan ini lebih populer dengan

tentang Kegiatan

sebutan Multi License atau Multiple
(Kebijakan ljin
Berjenjang). Dalam PBI ini  bank

LicensePolicy

umum  dikelompokkan berdasarkan

modal inti menjadi 4 (empat) Bank

Umum Kelompok Usaha (BUKU)

sebagal berikut :

= BUKU - 1: Moda inti s/d Rp. 1
triliun;

= BUKU - 2 : Modd inti > Rp. 1
Triliun s/d Rp. 5 Triliun;

= BUKU -3: Modd Inti >5 s/d Rp.
30 Triliun; dan
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= BUKU - 4 : Modal Inti diatas Rp.
30 Triliun.

Dengan dikeluarkannya PBI ini maka
seluruh kegiatan usaha  bank harus
berdasarkan modal inti yang dimiliki.
Dalam PBI ini juga diatur mengenai
penyertaan modal yang  dapat
dilakukan oleh bank, penyaluran
kredit kepada usaha produktif dan
UMKM, penerbitan produk baru atau
aktivitas baru dan pengaturan jaringan
kantor disesuaikan dengan modal inti
yang dimiliki bank.

Meskipun kebijakan multiple
license ini pelaksanaannya dilakukan
secara bertahap sampa tahun 2016
dan 2018 untuk Bank Milik
Pemerintah

bagaimanapun juga kebijakan ini

Daerah, namun

mempunyai dampak yang strategis
bagi kegiatan usaha Perbankan di
Indonesia baik konvensional maupun
gyariah. Khusus untuk perbankan
syariah di satu sisi berdasarkan arah
program akseleras  pengembangan
perbankan syariah yang disusun oleh
Bank Indonesia menginginkan
tercapainya market share perbankan
syariah sebesar 5% pada tahun 2010,
dan saat ini pangsa pasar aset
perbankan syariah telah mencapai 4,90
% (Statistik Perbankan Syariah, Juni
2013), namun

kebijakan multiple licenseini akan

dengan terbitnya



mengganggu pencapaian  target
tersebut dan sekaligus merupakan
tantangan bagi perbankan
syariah.Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis Tantangan
Perbankan Syariah Indonesia pasca
Kebijakan Multiple License tersebut

dan bagaimana solusinya.

TINJAUAN PUSTAKA
Konsepsi Dasar tentang Bank.
Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga
keuangan yang kegiatan utamanya
menerima simpanan masyarakat baik
dalam bentuk giro, tabungan, deposito
dan bentuk simpanan lainnya yang
selanjutnya dana tersebut akan
disalurkan dalam bentuk kredit kepada
masyarakat yang  membutuhkan.
Selain  menerima Simpanan  dan
memberikan  kredit, bank  juga
memberikan  jasajasa  keuangan
lainnya.

Dibawah
beberapa pengertian tentang bank
sebagal berikut :
= “Bank adalah

memiliki lisensi

inidikemukakan

lembaga yang
perbankan,

menerima simpanan, memberikan

pinjaman, menerima dan
mengel uarkan cek* (Global
Association of Risk for

Professionals /GARP, 2005: p.A.3)
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= “Bank adalah suatu organisasi yang
menggabungkan usaha manusia dan
sumber-sumber  keuangan  untuk
melaksanakan fungsi bank dalam
kebutuhan
masyarakat dan untuk memperoleh

rangka mel ayani

keuntungan bagi pemilik bank*
(George Hempel, 1999:12).
= “Bank adalah suatu badan usaha
yang transaksinya berkaitan dengan
uang, menerima simpanan
nasabah,

menyediakan dana atas setiap

(deposito) dari

penarikan, melakukan penagihan
cek-cek atas perintah nasabah,
memberikan  kredit dan atau
menanamkan kelebihan simpanan
tersebut sampai  dibutuhkan untuk
pembayaran kembali” (F.E. Ferry
daam Herry Achmad Buchory,
2009: 9).
= “Bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat
dadam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit
atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak”(Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
diubah dengan  Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan).



Berdasarkan beberapa

pengertian tersebut diatas dapat
diambil kesimpulan ringkas bahwa
bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana daam bentuk
simpanan dan menyalurkan kembali
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya serta memberikan jasa-
jasa keuangan yang dibutuhkan oleh
masyarakat dalam

meningkatkan taraf hidup rakyat

rangka
banyak dan untuk memperoleh
keuntungan bagi pemilik bank.
Peran Bank dalam Perekonomian.
Peran bank dalam
perekonomian dapat
dinyatakan®.....banking plays such a
major role in channeling funds to
borrowers with productive investment
opportunities, this financial activity is
important in  ensuring that the
financial system and the economy run
smoothly and efficiently”’(Mishkin &
Eakins, 2006:425). Hal yang sama
dikemukakan Koch (2000:20) sebagai
berikut :
“Commercial banks play an
important role
growth. On a

in facilitating
economic
macr oeconomic level, they
represent the primary conduit of
Federal Reserve monetary policy.
Banks deposit represent the most

liquid form of money, such that
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Federal Reserve efforts to control
the nation’s money supply and
level of aggregate economic
activity do so by changing the
availability of credit at banks. On
a microeconomic level,
commercial bank represent the
primary source of credit to most
small business and many

individuals”

Sedangkan  pendapat  lain
dikemukakan oleh Rose & Hudgins
(2008:4) mengenai peran bank adalah
sebagal berikut :

“ ...A bank can be defined in
(1) The

economics function is serves,

the term of

(2) The services is offers its
customer, or (3) The legal
basis for its existence.
Certainly bank can be
identified by the functions
they perform in the economy,
they are involved in
transfering funds from savers
to borrowers (financial
intermediation) and in paying
for goods and services”(Rose

& Hudgins, 2008:4)*

! Rose & Hudgins, 2008. Bank Management, p.4.



Dari ketiga pendapat tersebut
peranan bank dalam perekonomian
suatu negara antaralain sebagai :
= |embaga yang dapat menghimpun
dana masyarakat

= |embaga yang dapat menciptakan
adat dan sistem pembayaran yang
efisen

= |embaga yang dapat digunakan
untuk  mendukung kebijakan
moneter

= sumber utama kredit yang dapat
digunakan untuk membiaya modal
kerja, investasi maupun memenuhi
kebutuhan konsumsi masyarakat

= bersama-sama dengan bank sentral

untuk mengendalikan inflasi.

Fungs dan Aktifitas Inti Bank
Fungs Bank

Secara umum dapat dikatakan
bahwa fungsi bank adalah
menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat. Untuk perbankan di
Indonesia sebagaimana  tercantum
dadam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang undang Nomor 10
tahun 1998 tentang Perbankan, dengan
tegas dinyatakan bahwa bank adalah
badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam  bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada
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masyarakat dalam bentuk kredit atau
bentuk-bentuk lainnya dala rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Daam bagian lain dari
Undang-undang tersebut, bank juga
menyediakan berbagai jasa dan
kemudahan yang pada intinya adalah
untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat terhadap seluruh transaksi
keuangan.

Dengan fungs pokok yang
dimilikinya itu maka keberadaan bank
sebagal penghimpun dana, penyalur
dana dan penyedia jasa keuangan
diharapkan dapat menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional
khususnya di bidang perekonomian
akhirnya akan
meningkatkan kesgahteraan rakyat
banyak.

Berbagai referensi menjelaskan

yang pada

lebih rinci tentang fungsi-fungsi yang

dimiliki oleh sebuah bank, yaitu :

a. Creating and efficiently
transferring the nation’s means of
payment

b. Attracting the deposits of small
savers by offering secondary
securities which are highly liquid
and divisible into convenient units

c. Extending credit for the purchases
of goods and services

d. Providing  trust service to

individuals and business firms



e. Financing international trade

f. Acting as a safe repository for
securities and other valuables

g. Offering financial planning
services to corporate and personal
clients (Graddy, 1985:20).

Selanjutnya menurut pendapat
yang lain tentang fungs yang melekat
pada sebuah bank adalah :

a. Thecredit function

b. Theinvestment planning function

c. The payment function

d. Thethrift or saving function

e. The cash management function

f. The investment banking or
underwriting function

g. The brokerage function

h. The insurance function

i. Thetrust function (Rose, 2000:8).

Dengan demikian maka secara
ringkas fungs bank dapat dibagi
menjadi :

1. Penghimpun Dana.
Untuk menjalankan  fungsinya
sebagal penghimpun dana maka
bank memiliki beberapa sumber
yang secara garis besar terdiri dari

tiga sumber, yaitu:
= Dana yang bersumber dari bank
sendiri  yang berupa setoran

modal waktu pendirian dan
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pemupukan hasil usaha atau |aba
yang tidak dibagi.

= Dana vyang  berasal dari
masyarakat luas yang
dikumpulkan melalui  usaha
perbankan  seperti  simpanan
giro, deposito dan tabungan dan
simpanan lainnya.

s« Dana yang bersumber dari bank
atau lembaga keuangan lainnya
yang diperoleh dari pinjaman
dana yang berupa kredit
likuiditas, call money (dana yang
sewaktu-waktu dapat  ditarik
oleh bank yang meminjam), dan

pinjaman lainnya.

. Penyaur Dana atau Pemberi

Kredit.

Dana yang dihimpun oleh bank
akan dioptimalkan antara lain
dengan menyalurkannya kembali
daam bentuk kredit kepada
masyarakat balk sebaga modal
usaha maupun untuk pembelian
barang-barang untuk  memenuhi
kebutuhan
pemberian kredit ini bank akan

konsumsi. Dari

mendapatkan sumber pendapatan
berupa pendapatan bunga kredit

maupun  bagi hasil. Karena
pemberian kredit akan
menimbulkan risiko, maka

pemberiannya harus hata-hati dan

memenuhi  persyaratan. Karena



kalau kurang hati-hati maka suatu
saat kredit yang telah diberikan
akan  menyebabkan
kredit yang bermasal ah atau macet.

timbulnya

3. Penyalur Danalainnya.

Dana-dana yang dihimpun oleh
bank selain disaurkan dalam
bentuk pemberian kredit, dana bank
juga dapat dibelikan kepada surat-
surat berharga dan penyertaan,
dengan mempertimbangkan
keamanan dan keuntungan. Selain
itu jJuga mungkin ada sebagian dana
yang digunakan untuk pembelian
harta tetap untuk mendukung
operasional bank.

4. Pelayanan Jasa Bank yang dapat
memperlancar arus lau lintas
pembayaran.

Jasajasa bank yang ditawarkan
antara lain : transfer, kiliring,
inkasso, billing payment system,
kartu kredit, travel cek, ATM dan

pelayanan lainnya.

Aktivitas Inti Bank
Aktivitas bank sebagal
lembaga keuangan akan senantiasa
berhubungan dengan transaks atau
aktivitas keuangan yang terjadi di
masyarakat. Aktivitas inti  bank
adalah:
1. Intermediation (taking deposits and

lending money).
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2. Disintermediation  (relinquishing
the intermediary debtor/creditor
position, while retaining a ‘broker’
role).

3. Collection and payment system,
money transmission.

4. Foreign exchange, foreign trade
Services.

5. Participation in the money and
capital market (Cade, 1997:XV)

Struktur Permodalan Bank

Pengertian dan Peranan Modal

Struktur permodalan berkaitan
dengan sumber pendanaan bagi sebuah
perusahaan yang terdiri atas ekuitas
dan utang. Atau dengan kata lain
struktur permodalan adalah ekuitas
dan pembiayaan utang dari sebuah

perusahaan (Wild, 2003 : 537).

Sementara pendapata yang lain

mengemukakan bahwa  struktur

permodalan  merupakan  keputusan
yang berkaitan dengan seberapa besar
utang dan ekuitas yang harus
digunakan oleh sebuah

perusshaanWeston (1996 : 608).

Struktur permodalan suatu perusahaan

setidaknya berkaitan dengan masalah

cash flow, keputusan investas dan
juga biaya-biaya
dikeluarkan

mengalami  kesulitan keuangan dan

yang harus
apabila  perusahaan

kebangkrutan.  Dengan  demikian

struktur modal akan mempengaruhi



cash flow, biaya modal dan harga
saham perusahaan.

Ada 5 (lima) faktor utama
yang mempengaruhi keputusan
struktur permodalan perusahaan, yaitu
(1) Business risk; (2) The firm’s tax
position; (3) Financial flexibility or
the ability to raise capital on
reasonable terms under adverse
condition; 4) Managerial
conservatism or aggresiveness, and
(5) Growth opportunities Brigham
(2002: 620)

Berdasarkan hal tersebut maka
peranan permodalan bagi bank sangat
penyangga
untuk menampung

penting balk sebagai
(buffer)
meningkatnya kerugian yang tidak
diharapkan yang bersumber dari risiko
kredit, risko suku bunga, risko
likuiditas dan risko operasiona
maupun dalam rangka membangun
kepercayaan masyarakat. Modal
memegang peranan yang Sangat
2001:457)  vyaitu
(1) Penyangga kerugian

penting  (Culp,
sebagai
(capital as a loss buffer); dan (2)
Mekanisme Investas (capital as an
investment mechanism).Pendapat yang
sama dikemukakanbahwa peranan
modal dalam bank adalah : (1) Sebagai
alat untuk pencapaian struktur modal
yang optimal (capital as a means for

achieving the optimal capital
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structure); dan (2) Sebagai penjaga

manajemen risiko agar keamanan bank

terjamin  (capital assubtitute for risk
management to ensure bank safety)

(Schroeck, 2002 : 138-139)

Berkaitan dengan hal tersebut
maka modal bank memainkan peranan
yang sangat penting dalam
mendukung operasional dan
kelangsungan hidup bank dalam
jangka panjangRose (2002:485-486).
Peranan tersebut adalah :

1) Capital provides a cushion against
the risk of failure by absorbing
financial and operating losses
until management can address the
bank’s problem and restore the
intitution’s profitability

2) Capital provides the funds needed
to get the bank chartered,
organized, and operating before
deposits come flowing in

3) Capital

confidence in a bank and

promotes public

reassures its creditors (including
the depositor) of the bank’s
financial strenght

4) Capital provides funds for the
organization’s growth and
development of new services,
programs, and facilities

5) Capital serves as a regulator of
bank growth



Dengan  demikian  modal
merupakan dana yang diinvestasikan
oleh pemilik dalam rangka pendirian
badan usaha (bank) yang dimaksudkan
untuk membiayai kegiatan usaha bank
disamping memenuhi peraturan yang
ditetapkan. Modal bank bukan sga
sebagal salah satu sumber  penting
dadam memenuhi kebutuhan dana
bank, tetapi juga posis modal bank
akan  mempengaruhi keputusan-
keputusan mangemen dalam hal
penciptaan tingkat laba disatu pihak
dan kemungkinan timbulnya risiko di
pihak lain. Apabila modal bank kuat
maka hal ini menandakan bahwa bank
tersebut memiliki keuangan yang kuat.
Komponen Permodalan Bank

Struktur  Permodalan  bank
terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu :
(1) common stock, (2) surplus (i.e., the
difference between the price at which
the common stock sold and its par
value, times the number of share sold),
(3) retained earning or undivided
Moda bank menurut US
bank regulators, yang secara efektif
mulai diberlakukan tahun 1992, terdiri

atas : (1) Core Capital (Tier 1) consist

profits.

of common stockholders equity plus
minority interest in consolidated
subsidiaries less  goodwill, (2)
Suplementary Capital (Tier 2) consist

of allowance for losses on loans and
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leases (general reserves only),
perpetual and longterm prefered
stock, hybrid capital instrument,
subordinated debt and intermediate
term prefered stock (Sinkey 1989
:604).

Sedangkan penulis yang lain
(Schroeck, 2002:148) mengemukakan
modal bank meliputi :

» Tier — 1 capital (“‘basic’” equity )
- Equity capital
- Disclosedreserves
» Tier — 2 capital (“supplementary”
capital)
- Undisclosed reserves
- Revaluation reserves
- General provisions/general loan-
loss reserves
- Hybrid debt capital instruments
- Subordinated debt

Untuk Perbankan di Indomesia
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia (PBI) No.
14/18/PBI/2012 tanggal 28 Nopember
2012 tentang Kewgjiban Penyediaan
Modal Minimum Bank Umum, modal
bagi bank umum yang berkantor pusat
di Indonesia, terdiri dari : (8) Moda
Inti (tier 1), dan (b) Modal Pelengkap
(tier 2)dan (c) Moda Pelengkap
Tambahan (tier 3).

Moda inti terdiri dari moda disetor

dan cadangan tambahan modal



(disclosed reserve) dan modal inovatif

(innovative capital instrument).

(@) Modal disetorharus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;

b. bersifat permanen;

c. tersedia untuk menyerap kerugian
yang terjadi sebelum
likuidasimaupun pada saat
likuidasi;

d. perolehan imbal hasil tidak dapat
dipastikan dan tidak
dapatdiakumulasikan antar periode;
dan

e. tidak diprotekss maupun dijamin

oleh Bank atau Perusahaan Anak.

(b). Cadangan Tambahan Modal

(disclosed reserve)terdiri dari :

a. Faktor Penambah, yaitu : (1) agio,
(2) modal sumbangan, (3) cadangan
umum modal, (4) cadangan tujuan
modal (5) laba tahun-tahun lalu, (6)
laba tahun berjalan sebesar 509,
(7) selisih lebih penjabaran laporan
keuangan, (8) dana setoran modal
yang memenuhi persyaratan
sebagal berikut : a) telah disetor
penuh untuk tujuan penambahan
modal,namun  belum  didukung
dengan kel engkapanpersyaratan
untuk dapat digolongkan sebagai
modaldisetor seperti  pelaksanaan
Rapat Umum PemegangSaham
(RUPS) maupun  pengesahan
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anggaran dasaroleh instans yang
berwenang; b) ditempatkan pada
rekening khusus (escrow
account)yang tidak diberikan imbal
hasil;c) tidak boleh ditarik kembali
oleh pemegang
saham/calonpemegang saham dan
tersedia untuk menyerapkerugian;
dand) penggunaan dana harus
dengan persetujuan BankIndonesia.
(9). Waran yang diterbitkan sebagai
insentif kepada pemegangsaham
Bank sebesar 50% (lima puluh
persen), denganmemenuhi
persyaratan  sebagai  berikut:a)
instrumen yang mendasari adalah
ssham  biasab) tidak  dapat
dikonvers ke dalam bentuk selain
saham;danc) nilai yang
diperhitungkan adalah nila waar
dari waranpada tanggal
penerbitannya. (10). Opsi Saham
(stock option) yang diterbitkan

melalui programkompensasi
pegawai/mang emen berbasis
saham(empl oyee/ management

stock option) sebesar  50%
(limapuluh persen), dengan
memenubhi persyaratan
sebagaiberikut:a) instrumen yang
mendasari adalah saham biasa;b)
tideak dapat dikonvers ke dalam
bentuk selain saham danc) nilai

yang diperhitungkan adalah nila



wajar dari stockoption pada tanggal
pemberian kompensasi.

. Faktor Pengurang, vyaitu Q)
disagio, (2) rugi tahun-tahun lalu,
(3) rugi tahun berjalan, (4) selisih
kurang

penjabaran laporan

keuangan (5) pendapatan
komprehensif lainnya yang negatif,
yang mencakup kerugian yang
belum teredlisas yang timbul dari
penurunan nilai waar penyertaan
yang dalam
kelompok tersedia untuk dijual (6)
selisih kurang antara jumlah PPA

diklasifikasikan

atas aset produktif dan cadangan
kerugian penurunan aset
keuangan atas aset produktif (7)
selisih

penyesuaian terhadap valuas dari

nilai

kurang antara jumlah

instrumen keuangan dalam trading
jumlah
standar

bookdan penyesuaian

berdasarkan akuntansi
keuangan yang berlaku; dan (8)
PPA non produktif.

Daam perhitungan laba rugi tahun-
tahun lalu dan/atau tahun berjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 5 dan angka 6
harus dikeluarkan dari pengaruh
faktor-faktor sebagai berikut:

a. perhitungan pajak tangguhan
(deferred tax);

b. selisih nila revaluas aset tetap;

C. peningkatan nila waar aset
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tetap;

d. peningkatan atau penurunan nilai

waga atas kewgiban keuangan;

dan/atau

e. keuntungan atas penjualan aset

dalam transaksi sekuritisas

(gainon sale).

(c)Modal Modal
yang dapat diperhitungkan sebagai
paling tinggi
sebesar 10% (sepuluh persen) dari
modal Modal
memenubhi persyaratan sebagai
berikut: &). diterbitkan dan telah
tidak memiliki
tidak ada

mewajibkan

Inovatif inovatif

komponen moda inti

inti. inovatif harus

dibayar penuh; b).

waktu  dan

yang
oleh Bank di
c). tersedia untuk
menyerap kerugian yang terjadi
sebelum likuidas maupun pada saat

jangka
persyaratan
pelunasan masa

mendatang;

likuidass dan bersifat subordinas,
yang secara jelas dinyatakan dalam
dokumentasi penerbitan/perjanjian; d).
imbal hasil tidak dapat
tidak dapat
diakumulasikan antar periode; e).

perolehan
dipastikan dan
tidak diprotekss maupun dijamin oleh
Bank atau Perusahaan Anak; f).
apabila diserta dengan fitur opsi beli
(call
persyaratan sebagai berikut:

(1). hanya dapat dieksekusi paling
cepat 10 (sepuluh) tahun nsetelah

option), harus  memenuhi



instrumen moda diterbitkan; (2).
dokumentasi penerbitan harus
menyatakan bahwa opsi hanya dapat
dieksekus atas persetujuan Bank
dalam ha

instrumen modal inovatif mengandung

Indonesia; dan (3).

fitur stepup, maka fitur step-up harus
sebagai
berikut: a) fitur step-up dibatasi,

memenubhi persyaratan
ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas
dalam perjanjian penerbitan
instrumen; b) hanya dapat direalisas
satu kali selama periode instrumen,
yaitu setelah jangka waktu paling
cepat 10 (sepuluh) tahun setelah
diterbitkan; dan c) besarnya fitur step-
up relevan dan sgalan dengan kondisi
pasar serta tidak lebih besar dari salah
satu batasan berikut: (1) 100 (seratus)
basis points; atau (2) 50% (lima puluh
persen) dari marjin (credit spread)
aval; dan g). telah memperoleh
persetujuan Bank Indonesia untuk
diperhitungkan sebagai komponen
modal. (3) Eksekus opsi beli (call
option) sebagaimana hanya dapat
dilakukan
telah memperoleh persetujuan Bank
Indonesia;b).  tidak

penurunan modal dibawah persyaratan

oleh  Banksepanjang:a).

menyebabkan

minimum danc). digantikan dengan
instrumen modal yang mempunyai:
(1). kudlitas sama atau lebih balk;
dan(2). jumlah yang sama atau jumlah
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yang berbeda sepanjangtidak melebihi
10% (sepuluh persen) dari modal inti.

Kebijakan Multiple License
Kebijakan Multiple License

atau ijin  berjenjang  merupakan
kebijakan Bank Indonesia
sebagaimana  dituangkan dalam

Peraturan Bank Indonesia (PBI)
Nomor  14/26/PBI/2012
Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor
Berdasarkan Moda  Inti  Bank.
Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki,
Bank dikedlompokkan menjadi 4
(empat) Bank Umum Kegiatan Usaha,

tentang

yaitu:

a BUKU 1 addah Bank dengan
Modal Inti sampai dengan kurang
dari Rp1.000.000.000.000,00
(satu triliun Rupiah);

b. BUKU 2 adalah Bank dengan
Modal Inti paling sedikit sebesar
Rp1.000.000.000.000,00 (satu
triliun Rupiah) sampa dengan
kurang dari
Rp5.000.000.000.000,00 (lima
triliun Rupiah);

c. BUKU 3 adaah Bank dengan
Modal Inti paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000.000,00 (lima
triliun Rupiah) sampa dengan
kurang dari
Rp30.000.000.000.000,00  (tiga
puluh triliun Rupiah); dan



d. BUKU 4 adalah Bank dengan
Modal Inti paling sedikit sebesar
Rp30.000.000.000.000,00  (tiga
puluh triliun Rupiah).

Sedangkan

BUKU untuk Unit Usaha Syariah

didasarkan pada

Pengelompokan

Modal Inti Bank Umum Konvensiond
yang menjadi induknya.

Dengan dikeluarkannya PBI
ini maka seluruh kegiatan usaha bank
harus berdasarkan modal inti yang
dimiliki.

Kegiatan Usaha yang dilakukan Bank
Umum  Konvensionaldikelompokkan
sebagai berikut:

a. penghimpunan dana;

b. penyaluran dang;

Cc. pembiayaan perdagangan (trade
finance);

d. kegiatan treasury;

e. kegiatan dalam valuta asing;

f. kegiatan keagenan dan kerjasama;
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0. kegiatan sistem pembayaran dan
electronic banking;
h. kegiatan penyertaan modal;

i. kegiatan  penyertaan  moda
sementara dalam rangka
penyel amatankredit;

j. jasalainnya; dan
k. kegiatan lain yang lazim dilakukan
oleh Bank sepanjang
tidakbertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yangberlaku.
Daam PBI ini juga diatur
mengenai penyertaan moda  yang
dapat dilakukan oleh bank, penyaluran
kredit kepada usaha produktif dan
UMKM, penerbitan produk baru atau
aktivitas baru dan pengaturan jaringan
kantor disesuaikan dengan modal inti
yang dimiliki bank.
Pengaturan kegiatan usaha
dikaitkan dengan moda inti menurut
PBI ini akan nampak sebagai berikut :



Tabel 1.
Kegiatan Usaha Berdasarkan Modal Inti

ASPERK ‘ BUKL 1 BUKL = BUERL 4
| Modal tuti % RpaT RpaT 5 Modal Inti = Rp 5T Wp 5T § Modal Indi s Bp = Rp ol
dol

| Kogiatan D Panghimpunes & pesysiur dam Sogiutan prohi st shrtivies ibalom  Compleor Rasiisg vk Crmmgles Manbing
frule fmance, keglaizn & regeess & Fuphah ilan vakia iengan eakupan TV
hetiunain, Mot perehavaren & v lehih Bias derd BUKD o ssrln
tanking dengsn obupes terhans wlapat melabukar egiatan sy
peresan modal smeniamdalan terheias menmbup spol dan derivatif
priekinanian krodit, srts e plais visiila CRass: Nank Servkied

Lainrrys dabpsn Bopiah (Hame Bonk
Service]

| Kagastarn [y Fimmya prtmgal Perbagang YVakaln Axing  Hebugal 1544 dan kegixin dvien S| YA flan keglatm ey Schagai ML dan

| g ] lainnya g bemifal po wnils lainiya ssns ponus lirglaimm-deviss Lainnve
Ry e A
i Petitviirtiein hpuiddy Telak ot ik Bilnks, |5% tliri ipoalal B (hasya Wlaka 355 vlar mraoedal Radd (48 Miakn. 5% ard apwslal
| lembags Kenangan ilalam negeni) alam dan loar resger ieraine Iank (retemaborsl
Lormiam. Aalal el il |

|
| Pyt ks Talak e riruanian fmken. 3% dbar] wmyslad Haik Bfak 7% derd mualal Bk e, % ddayd rppalal
| Tani Umom fmriah Tl
| Targe Kredin » 5% dar rmal kadit, mermanck & bW danl uedl vl eeraasuk 3 550 dar Tonal krodly; eeresuk @ 0% dan el el

Prmdulkdif T % ket UMM im0 il LMKM imiTrEm 0% et DMK Lan Uy

Sumber : Ryan Kiryanto, 2013.

Berkaitan dengan pengaturan aktivitas

baru PBI ini mengatur sebagai berikut

= Merupakan produk atau aktivitas
yang diperkenankan  menurut
BUKU,;

= Wagjib mengagukan permohonan
untuk memperoleh persetujuan dari
Bank Indonesia sebelum
menerbitkan produk atau
melaksanakan aktivitas baru yang
bukan merupakan produk atau
aktivitas dasar dan/atau memiliki
risiko serta kompleksitas tinggi;

= Wagib mencantumkan rencana
penerbitan produk atau pelaksanaan
aktivitas yang belum pernah
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aurX redin LIMEM

diterbitkan/dilaksanakan
sebelumnya oleh Bank daam
Rencana Bisnis Bank untuk tahun
yang sama dengan rencana
penerbitan produk atau pelaksanaan
aktivitas tersebut; dan

Wagjib menerapkan  mangemen
risko yang memada  untuk
memitigas risiko yang ditimbulkan
oleh penerbitan produk atau
pel aksanaan aktivitas baru.
Sedangkan untuk  pembukaan
jaringan kantor diatur sebagai
berikut :



Bank

Jaringan  Kantor

hanya dapat memiliki
sesuai  dengan
Modal Intiyang dimiliki.
Tidak menghilangkan pengaturan
yang terkait dengan pembukaan
kantor sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bl tentang BUK, BUS &
UUS dan KCBA (eg. Persyaratan,
proses, dokumen, dil)

Menambah variable yang harus
dipertimbangkan dalam pembukaan
jaringan kantor.

Pembukaan kantor bank termasuk
pembukaan kantor yang berasal
dari pemindahan a&amat atau
perubahan status kantor Bank.

1 Persyaratan:
= Tingkat Kesehatan Bank
= Alokas modal inti
berdasarkan jenis kantor dan
zona

= Persyaratan

ditetapkan Bl

lainnya yang

= Pendekatan pengawasan:
*Pencapaian
kredit/pembiayaan
UMKM/UMK
epemupukan  modal  dan

efisiens

2 BUKU 1 dan BUKU 2 hanya

dapat membuka Jaringan Kantor

di DN
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3BUKU 3 dapat membuka
Jaringan Kantor di DN dan LN
(terbatas di wilayah Asia)

4 BUKU
Jaringan Kantor di DN dan LN
(World Wide)

5 Pembukaan jaringan kantor di

4 dapat membuka

zona jenuh wajib diikuti dengan

pembukaan jaringan kantor di

zona yang tidak  jenuh

berdasarkan rasio tertentu
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif yaitu metode yang
digunakan untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan atau
telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa

menggambarkan data yang

bermaksud membuat kesimpulan yang
berlaku umum atau generdisas.
(Sugiyono, 2009 :4). Data yang
digunakan adalah data sekunder yang
diperoleh  dari
publikasi bank per 31 Desember 2012,
dengan populasi data berjumlah 11

laporan  keuangan

bank umum syariah dan 24 unit usaha
syariah yang disdenggarakan oleh
bank umum konvensional, diunduh
dari www.bi.go.id pada tanggal 09Mei
2013. Data yang telah dikumpulkan
tersebut diolah

dianalisis berdasarkan  pendekatan

kemudian dan



ilmu  mangemen keuangan dan

perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Per kembangan Modal
Perbankan Syariah

I nti

Berdasarkan data  sampai
dengan bulan Desember Tahun 2012,
modal inti yang dimiliki oleh 11 bank
(tidak

usaha syariah dan BPR syariah) yang

umumsyariah termasukunit

beroperasi di Indonesia adalah sebagai

berikut :

Tabe 2.

KLASIFIKASI JUMLAH MODAL INTI BANK UMUM SYARIAH

VERSI MULTIPLE LICENSE
PER 31 DESEMBER 2012
(dalam Jutaan Rupiah)

No. Nama Bank BUKU 1 | BUKU 2 | BUKU | BUKU | TOTAL
3 4

1. | Bank Muamalat 2.239.159 2.239.159
Ind.

2. | Bank Syariah 3.655.579 3.655.579
Mandiri

3. | Bank SyariahMega | 521.815 521.815
Ind.

4. | Bank Syariah BRI 1.011.447 1.011.447

5. | Bank Syariah 249.399 249.399
Bukopin

6. | Bank Panin Syariah 470.138 470.138

1. Bank Victoria 147.453 147.453
Syariah

8. | Bank BCA Syariah 299.142 299.142

9. | Bank Jabar Banten 624.859 624.859
Syariah

10. | Bank BNI Syariah 1.122.982 1.122.982

11. | Maybank Indonesia 927.818 927.818
Syariah
Jumlah Bank 7 4 0 0 11
Jumlah Modal Inti | 3.240.624 | 8.029.167 11.269.791

Sumber : - Statistik Perbankan Syariah/www.bi.go.id/diunduh 09 Mei 2013, diolah.

- Ekofin Consulting, Mel 2013.

Dari Tabel 2. tersebut diatas
dapat dilihat bahwa jumlah moda inti
yang dimiliki oleh seluruh bank
umumsyariah adalah sebesar Rp.
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11.269.791 juta, yang terdiri dari Rp.
3.240.624 juta dimiliki oleh BUKU 1
(7 bank) dan Rp. 8.029.167 dimiliki
oleh BUKU 2 (4 bank). Modal inti



yang terbesar pada BUKU 1 dimiliki
oleh Maybank Indonesia Syariah dan
modal inti terkecil dimiliki oleh Bank
Victoria Syariah. Dari BUKU 1
tersebut bahkan masih terdapat 4 bank
yang moda intinya mash dibawah
Rp. 500 miliar.Sedangkan pada
BUKU 2, modal inti terbesar dimiliki
oleh Bank Syariah Mandiri. Sementara

itu tidak terdapat modal inti bank
umum syariah yang masuk ke BUKU
3 dan Buku 4.

Apabila posiss moda inti
tersebut
diklasifikasikan berdasarkan  strata

perbankan syariah
multiple license dan kelompok bank
maka klasifikasi jumlah bank akan
nampak padatabel berikut :

Tabd 3.
KLASIFIKAS JUMLAH BANK UMUM SYARIAH
BERDASARKAN MODAL INTI VERSI MULTIPLE LICENSE

PER 31 DESEMBER 2012

No. Nama Bank BUKU 1 | BUKU 2 | BUKU 3 | BUKU 4 | TOTAL
1. | Bank Pesero 0 3 0 0 3
2. | Bank BPD 1 0 0 0 1
3. | BUSN Devisa 0 1 0 0 1
4. | BUSN Non Devisa 6 0 0 0 6
5. | Bank Campuran 0 0 0 0 0
6. | Bank Asing*) 0 0 0 0 0

Jumlah Bank 7 4 0 0 11

Sumber : - Statistik Perbankan Syariah/www.bi.go.id/diunduh 09 Mei 2013, diolah.

- Ekofin Consulting, Mel 2013.

Dari Tabel 3. tersebut diatas
dapat dilihat  dari 11 bank umum
syariah yang beroperasi di Indonesia,
yang masuk kelompok BUKU 1
adalah 7 bank terdiri dari 1 bank BPD
dan 6 bank BUSN Non Devisa
Sedangkan yang termasuk BUKU 2
adalah 4 bank terdiri dari 3 bank

pesero, dan 1 bank BUSN Devisa
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Dari Tabel 3.2

menginformasikan bahwa modal inti

tersebut  juga

terbesar dikuasai oleh Bank umum
syariah Pesero. Dari 15 BUSN Devisa
tersebut bahkan masih terdapat 12
bank yang moda intinya mash
dibawah Rp. 500 miliar.
Apabila

perbankan syariah di Indonesia juga

operasional



memperhitungkan unit usaha syariah
yang dimiliki oleh bank umum
konvensional (tidak termasuk BPR
syariah), maka klasifikasi jumlah bank
umum syariah dan unit usaha syariah
berdasarkan modal inti vers multiple
license akan nampak pada tabel 3.3.
dibawah ini. Modal inti unit usaha

syariah mengikuti kepada modal inti

yang dimiliki oleh bank induknya,

sesual dengan PBI No.
14/26/PBI1/2012tentang Kegiatan
Usaha  dan Jaringan Kantor

Berdasarkan Modal Inti  Bank.
Kebijakan ini lebih populer dengan
sebutan Multi License atau Multiple
LicensePolicy (Kebijakan ljin

Berjenjang)..

Tabel 4. KLASIFIKASI
JUMLAH BANK
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
BERDASARKAN MODAL INTI VERSI MULTIPLE LICENSE
PER 31 DESEMBER 2012

N Nama Bank BUKU | BUKU 2 | BUKU 3 | BUKU4 | TOTAL
0. 1
Bank Umum
Syariah
1. | Bank Pesero 0 3 0 0 3
2. | Bank BPD 1 0 0 0 1
3. | BUSN Devisa 0 1 0 0 1
4. | BUSN Non Devisa 6 0 0 0 6
5. | Bank Campuran 0 0 0 0 0
6. | Bank Asing 0 0 0 0 0
Jumlah Bank Umum 7 4 0 0 11
Syariah
Unit Usaha Syariah
1. | Bank Pesero 0 0 0 0 0
2. | Bank BPD 8 7 0 0 15
3. | BUSN Devisa 0 1 7 0 8
4. | BUSN Non Devisa 0 0 0 0 0
5. | Bank Campuran 0 0 0 0 0
6. | Bank Asing 0 0 1 0 1
Jumlah Unit Syariah 8 8 8 0 24
(UUS)
Jumlah Bank 15 12 8 0 35
Umum dan UUS

Sumber : - Statistik Perbankan Syariah/www.bi.go.id/diunduh 09 Mei 2013, diolah.
- Ekofin Consulting, Mel 2013.
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Berdasarkan Tabel 4. tersebut
diatas dapat dilihat bahwa dari 35
bank yang terdiri dari 11 Bank Umum
Syariah (BUS) dan 24 Unit Usaha
Syariah (UUS) terdapat 15 bank yang
masuk kelompok BUKU 1; 12 bank
yang masuk kelompok BUKU 2 dan 8
bank masuk kelompok BUKU 3.

Pada kelompok BUKU 1 dan
2, BPD mempunyai unit usaha syariah
sebanyak 15 unit UUS terdiri dari 8
UUS masuk ke kelompok BUKU 1
dan 7 UUS masuk ke kelompok
BUKU 2. Disamping itu terdapat 8
UUS vyang dimiliki oleh BUSN
Devisa; 1 UUS masuk ke kelompok
BUKU 2 dan 7 UUS masuk ke
kelompok BUKU 3. Serta 1 UUS
dimiliki oleh Bank Asing yang masuk
ke kelompok BUKU 3. Apabila dilihat
dari modal inti yang dimiliki oleh
bank induknya khususnya BPD
kelompok BUKU 1, maka modal
intinya masih terdapat 4 bank yang
modal intinya masih dibawah Rp. 500

miliar.

Tantangan Perbankan syariah di
Indonesia Pasca Kebijakan Multiple

License.
Dengan dikeluarkannya
kebijakanmultiple license  tersebut

yang mulai berlaku bulan Januari 2013
maka akan berdampak terhadap
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keberlanjutan (sustainability) kegiatan
usaha bank umum syariah dan unit
usaha syariah khususnya bagi bank-
bank yang mempunyai modal inti
relatif kecil yang tergolong dalam
kelompok BUKU 1 dan BUKU 2.
Dengan kata lain maka permasalahan
utama yang dihadapi oleh Perbankan
Syariah Indonesia dengan adanya
kebijakan
adalahmasalah permodalan. Modal
bank yang cukup bukan sgja hanya

multiple  license  ini

berperan sebagai faktor pendorong
bagi ekpansi, bumper risko dan
merupakan salah satu faktor untuk
membangun publik,
namun dalam konteks kebijakan

kepercayaan
multiple license ini , menurut hemat
penulis lebih merupakan pemenuhan
terhadap aturan yang dikeluarkan oleh
regulator atau menurut istilah Rose
(2002) sebaga Capital serves as a
regulator of bank growth.

Dengan adanya kebijakan
multiple licensetersebut maka
tantangan yang dihadapi Perbankan
Syariah di Indonesia adalah sebagai
berikut :

Pertama, masalah permodalan bank.
Menghadapi tantangan pertama ini
maka pemilik lama akan berusaha
untuk menambah permodalan saat ini,
terlebih apabila kegiatan usaha dan

jaringan kantor banknya sudah diatas



persyaratan yang diminta oleh
kebijakan multiple license, karena
mel akukan

khawatir akan menimbulkan risiko

apabila downsizing
reputasi.

Kedua, diperkirakan akan terjadi
pengalihan sebagian kepemilikan bank
apabila pemilik lama bank tidak dapat
memeuhi kebutuhan permodalan bank
akibat adanya kebijakan multiple
license tersebut.

Ketiga,alternatif lain untuk menambah
permodalan diperkirakan akan terjadi
gelombang merger. Hal ini sesual
himbauan Gubernur Bank Indonesii
Darmin Nasution menyarankan agar
bank-bank kecil, baik yang berada di
daerah maupun kota besar dapat
melakukan merger. Tujuan merger ini
dinilai sebaga langkah yang baik.
Pasalnya, dengan melakukan merger
maka modal yang dimiliki oleh
perbankan menjadi lebih besar serta
untuk mengurangi resiko perbankan.
Keempat, tanntangan selanjutnya
diperkirakan akan terjadi penjualan
bank terutama untuk bank-bank kecil
Kelima, apabila investor dalam negeri
kurang memiliki kemampuan finansial
atau tidak

menginvestasikan dananya dalam

tertarik untuk

bentuk saham perbankan sharia, maka
gelombang kepemilikan oleh pihak
asing akan semakin terjadi, terlebih
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ketentuan kepemilikan saham bank
oleh pihak asing sampal saat ini belum
dirubah oleh pemerintah sehingga
pihak asing dapat memiliki saham
sebesar 99% meskipun bank Indonesia
sendiri telah mengeluarkan PBI No.
14/8/PBI1/2012 tentang Kepemilikikan
Saham  Bank Apaagi

beberapa bank asing berencana untuk

Umum.

memperluas kegiatan usahanya di
Indonesia, misalnya Maybank bank
asal malaysia berencana membuka 100
cabang baru hingga 3 tahun kedepan
di kawasan Asean. Target di Indonesia
sediri berjumlah 450 cabang, dimana
saat ini telah berdiri 380 cabang.
Keenam,apabila ada bank syariah
yang telah go publicmaka harga
Saham Bank Kecil yang termasuk
kedalam bank umum syariah dan unit
usaha syariah kelompok BUKU 1 dan
BUKU 2 diperkirakan akan menurun.
Ketujuh,
semakinmeningkatkan
kesadarannasabah untuk memilih bank
maka diperkirakan akan terjadi
perpindahan nasabah ke Bank Umum
Syariah atau Unit Usaha Syariah yang
termasuk kedalam kelmpok BUKU
yang lebih tinggi.
Kedelapan, Bank-bank
Syariah yang termasuk kelompok
BUKU 1 dan BUKU 2 akan menjadi
Bank Fokus dikelompoknya dengan

dengan

Umum



konsekwensi kegiatan usahanya
menjadi terbatas. Apabila bank umum
syariah kelompok BUKU 1 tidak
dapat memenubhi persyaratan
permodalan sebagaimana disyaratkan
dalam kebijakan multiple license maka
tersebut
diperkirakan akan down sizing akan
menjadi BPRSsehinggaakan terjadi

persaingan yang ketat dengan BPRS

bank  umum  syariah

yang telah ada.
Kesembilan, dengan adanya
pengaturan  kewagjiban  perbankan

untuk menyalurkan kredit produktif
sesual strata BUKU, maka penyaluran
kredit  untuk  sektor  produktif
khususnya untuk pembiayaan UMKM
akan meningkat.

Kesepuluh, perluasan jaringan kantor
yang dilakukan oleh BUKU 1 dan
BUKU 2 akan tersendat sepanjang
tambahan  modal inti lambat
dilakukan,
sebaliknya akan terjadi dilakukan
ekspans jaringan kantor oleh bank

sementara kondisi

umum syariah dan unit usaha syariah
yang termasuk dalam kelompok
BUKU 3.

Solusi untuk menghadapi
Tantangan Perbankan syariah di
Indonesia Pasca Kebijakan Multiple

License
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Berdasarkan tantangan yang dihadapi
sebagaimana dijelaskan diatas, maka
menurut hemat penulis maka solusi
yang dapat ditempuh adalah sebagai
berikut :

Pertama, pemegang sasham lama perlu
melakukan penambahan moda baik
dengan fresh money, meningkatkan
sumber keuangan internal, mencari
investor  strategis atau  menjual
sahamnya melaui publik.

Kedua,

melakukan penataan kembali asset

mangiemen  bank  perlu

liabilities yang dimilikinya
Ketiga, pembukaan jaringan kantor

agar tetap
kelayakan bisnis dan kemampuan

mempertimbangkan

permodalan bank

Keempat, Bank umum syariah agar
fokus dengan BUKU sesuai dengan
skala usahanya.

Kelima, untuk memelihara stabilitas
harga saham, bank umum syariah dan
unit usaha syariah harus meningkatkan
kinerja keuangan dan operasionalnya
Keenam, perbankan syariah perlu
kualitas praktek
manajemen risiko dan good coprorate

meningkatkan

gover nance
Ketujuh, pemerintah dalam ha ini
BAPEPAM dan OJK agar
memberikan dorongan kemudahan
peraturan bagi bank yang akan

mel aksanakan merger



Kedelapan, pemerintah agar meninjau
kembali aturan kepemilikan bank oleh
pihak asing yang membolehkan asing
menguasai 99% saham perbankan

Kesembilan, diddam  membuat
ketentuan atau kebijakan sebaiknya
Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan tidak menyamaratakan
tetapi harus mempertimbangkan
karakteristik masing-masing bank.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan  analiss  dan
pembahasan tersebut diatas dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut :

1. Multi License atau Multiple
LicensePolicy atau Kebijakan ljin
Berjenjang adalah kebijakan Bank
Indonesia yang mengatur tentang
kegiatan usaha dan jaringan kantor
berdasarkan modal inti Bank. Bank
umum dikelompokkan berdasarkan
modal inti menjadi 4 (empat) Bank
Umum Kelompok Usaha (BUKU)
sebagai berikut :
= BUKU-1: Modad inti §d Rp.
1 triliunm;
= BUKU-2:Modd inti >Rp. 1
Triliun s/d Rp. 5 Triliun;
= BUKU-3:Moda Inti >5 gd
Rp. 30 Triliun; dan
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= BUKU -4 : Modd Inti diatas

Rp. 30 Triliun.
Tujuan akhir dari kebijakan ini
adalah untuk memperkuat

ketahanan Perbankan, peningkatan
governance, peningkatan daya
saing lokal, nasional dan regional
dan penyediaan pembiayaan yang
efisen, mengoptimakan fungsi
Intermediasi, pembiayaan UMKM

dan kontribusi pada perekonomian.

. Berdasarkan data modal inti bulan

Desember 2012 dari 11 bank umum
syariah yang beroperass  di
Indonesia, terdapat 7  bank
termasuk kelompok BUKU 1; 4
bank termasuk BUKUZ2; tidak ada
satupun bank umum syariah yang
termasuk dalam kelompok BUKU
3 dan BUKU 4. Apabila
operasional perbankan syariah di
Indonesia juga memperhitungkan
unit usaha syariah yang dimiliki
oleh bank umum konvensiona
(tidak termasuk BPR syariah),
maka dari 35 bank umum syariah
dan Unit Usaha Syariah (UUS)
terdapat 15 bank yang masuk
kelompok BUKU 1; 12 bank yang
masuk kelompok BUKU 2 dan 8
bank masuk kelompok BUKU 3.

. Dengan adanya kebijakan Multiple

License ini akan berdampak

terhadap kegiatan usaha Perbankan



Syariah di Indonesia. Bagi bank
syariah yang moda intinya telah
memenuhi kebijakan ini akan lebih
ledluassa  menjalankan  kegiatan
usahanya, sedangkan bagi bank
yang belum sesua maka harus
memenuhi  moda intinya atau
menyesuaikan kegiatan usahanya
terhadap modal inti yang dimiliki
saat ini.

. Dengan adanya kebijakan Multiple
License penulis berpendapat akan
terjadi pemenuhan moda oleh
pemilik lama, pengalihan sebagian
kepemilikan bank, terjadi
gelombang merger, penjualan bank-
bank kecil, terjadi gelombang
kepemilikan asing, terjadi fluktuasi
harga saham perbankan,
perpindahan nasabah bank ke
BUKU vyang lebih tinggi dan
downsizing bank umum menjadi
BPR yang akan meningkatkan
persaingan,
pemberian kredit sektor produktif,

peningkatkan

terbatasnya perluasan  jaringan
kantor untuk kelompok BUKU 1
dan BUKU 2 dan perluasan
jaringan oleh bank kelompok
BUKU 3 dan BUKU 4.

Saran

Bebergpa saran yang dapat
digjukan adalah sebagai berikut :
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1. Penambahan modal oleh
pemegang saham lama dapat
dilakukan dengan fresh money,
meningkatkan sumber keuanga
internal, mencari  investor
strategis atau menjual
sahamnya melaui publik.

2. Mangjemen bank perlu
melakukan penataan kembali
asset liabilities yang
dimilikinya

3. Pembukaan jaringan kantor
agar tetap mempertimbangkan
kelayakan bisnis

4. Bank umum syariah agar fokus

dengan BUKU sesuai dengan
skala usahanya.

5. Untuk memelihara stabilitas
harga saham, bank umum
syariah dan unit usaha syariah
harus meningkatkan kinerja

6. Perbankan perlu meningkatkan
kualitas praktek mangemen
risko dan good coprorate
gover nance

7. Pemerintah  dalam ha  ini
BAPEPAM dan OJK agar
memberikan dorongan
kemudahan peraturan  bagi
bank yang akan melaksanakan
merger

8. Pemerintah agar meninjau
kembali aturan kepemilikan
bank oleh pihak asing yang



membol ehkan asing menguasai menyamaratakan atau harus

99% saham perbankan mempertimbangkan

9. Diddam membuat ketentuan karakteristik ~ masing-masing
atau kebijakan sebaiknya BI bank.
dan OJK tidak
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